BUPATI SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 44 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH (ULP) KABUPATEN SUMBAWA

Menimbang :

"

Mengingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA

a. bahwa untuk memantapkan kesiapan Unit Layanan Pengadaan

rsarang/Jasa Pemerintah (ULP) Kabupaten Sumbawa dalam
melaksanakan tugas pokoknya, maka perlu menunda pelaksanaan
Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 17 Tahun 2010 tentang Unit
t.ayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ULP) Kabupaten

Sumbawa;

. bahwa penundaan tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan

atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Jnit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ULP)

Kabupaten Sumbawa;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf

b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 17 Tahun 2010 tentang Unit
Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ULP) Kabupaten

Sumbawa;

indang—Undang Republik indonesia Nomor 69 Tahun 1958
tentang Pembentukan Daerah—daerah Tingkat |l dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1665);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah
dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
..embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
Jndang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286); *

Undang-Undang Republik Indonesia Ndmor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepLiblik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesié Tahun 2004 Nome: 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389),
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Republik indonesia Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran. Né’gar_a Republik indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah



11.

¢ 12.

13.

14.

10.

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8%, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 4741);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesié Tahun 2003
Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4330) sebagiamana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 121);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57
Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi
Perangkat Daerah; .

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Gaerah
Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 530 );
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 002/PRT/KAANI/2009 tentang Pedoman
Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (Ul ™) Barang/Jasa

Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG UNIT
LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (ULP)
KABUPATEN SUMBAWA.

Pasal |

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 17 Tahun 2010 tentang Unit

L ayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UL.P) Kabupaten Sumbawa (Berita
Daerah Nomor 17 Tahun 2010} diubah sebagai berikut :



Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19
Peraturan ini muiai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan

pada tanggal 1 Januari 2011.

Pasal I

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mehgetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar

pada tanggal, 22 juni 2010

AMATUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar

pada tanggal 22?;1 2010

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2010 NOMOR



